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Abstract. The purpose of this study is to determine and explain the legal implications of
forced evictions in the city of Dili on the human rights of citizens and to determine and explain
the state's responsibility in protecting citizens' housing rights from the practice of forced
evictions in the city of Dili. The approach method uses a normative juridical approach to law,
which is carried out by examining written norms, thus forming secondary data, sourced from
primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained is then analyzed using a
qualitative analysis approach. Based on the results of the conclusion that the legal
implications of forced evictions in Dili City on the human rights of citizens are a violation of
international law and the national law of Timor Leste, which has the potential to cause social
instability, poverty and vulnerability, especially for vulnerable groups. Forced evictions in
areas such as Tasi Tolu in Timor-Leste violate human rights, including the right to adequate
housing, the right to a decent standard of living, and the right to security. The State's
Responsibility in Protecting Citizens' Housing Rights from Forced Eviction Practices in Dili
City to protect the right to housing from forced evictions in Dili is realized through the
constitution and laws they have made. The government has an obligation to respect, protect,
and fulfill human rights, including the right to adequate housing, and to prevent
discrimination in policy. This is affirmed in the constitution and supported by the enactment
of the Land Law, which aims to clarify land ownership status and provide a mechanism for
dispute resolution.
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Pendahuluan

Sebagai manusia, kita tidak dapat hidup sendiri. Interaksi antara individu dan kelompok
secara alami melibatkan perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan ras, yang sering
kali menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau norma sosial untuk
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memastikan bahwa individu dan kelompok tidak merasa lebih istimewa dibandingkan yang
lain (Asyahadie et al., 2016).

Penggusuran paksa merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai hak asasi manusia
yang diakui secara internasional, termasuk hak atas perumahan yang layak, pangan, air,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan pribadi, kebebasan dari perlakuan kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat, serta kebebasan bergerak. Penggusuran paksa diakui
sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan,
sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Scholz,
2002). Penggusuran paksa sering dikaitkan dengan kurangnya jaminan keamanan hak atas
tanah, yang merupakan elemen penting dari hak atas perumahan yang layak. Penggusuran
paksa memiliki konsekuensi yang serupa dengan pengusiran sewenang-wenang, termasuk
perpindahan penduduk, pengusiran massal, eksodus massal, pembersihan etnis, dan praktik
lainnya yang melibatkan pemindahan paksa dan tidak sukarela dari tanah serta komunitas
mereka. Kurangnya perlindungan hukum bagi penduduk sering mengakibatkan penggusuran
sewenang-wenang, melucuti rumah dan mata pencaharian individu (Faturohman et al., 2024)

Kewajiban negara untuk mencegah dan melindungi warga dari penggusuran paksa atas
rumah dan tanah bersumber dari beberapa instrumen hukum internasional, termasuk
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya (Pasal 11 ayat (1)), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 17,
23, dan 27), Konvensi Hak Anak (Pasal 27 ayat (3)), ketentuan anti-diskriminasi dalam pasal
14 ayat 2 (h) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta
pasal 5 (e) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Dalam
Resolusi 1993/77, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “praktik penggusuran paksa
merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan
yang layak.”

Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia digusur secara paksa dari rumah dan tanah
mereka, yang sering kali membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang
ekstrem. Penggusuran paksa dapat menyebabkan trauma mendalam dan semakin
menghambat kehidupan mereka yang sudah termarginalkan atau rentan dalam masyarakat.
Ada kebutuhan untuk keterlibatan pemerintah dengan masyarakat yang terkena dampak
untuk mengatasi kebutuhan perumahan mereka pasca penggusuran, memastikan kepatuhan
terhadap standar hak asasi manusia (Wahyuni, 2022). Selain itu, penggusuran paksa
melanggar berbagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas
perumahan, pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan pribadi, kebebasan dari
perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta kebebasan bergerak.
Salah satu contoh penggusuran paksa yang melanggar hak asasi warga di Dili, Timor Leste,
yang relevan dengan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, adalah penggusuran di daerah
Tasi Tolu pada September 2024 dalam rangka persiapan Misa Paus Fransiskus. Penggusuran
ini melibatkan klaim negara atas tanah dan pemindahan paksa warga. Meskipun pemerintah
Timor Leste menyatakan bahwa warga telah diberitahu, kasus ini menimbulkan kekhawatiran
mengenai hak atas tanah dan proses relokasi sukarela yang belum sepenuhnya terselesaikan
sejak masa pendudukan Indonesia.

Penggusuran paksa di Kota Dili, seperti di daerah lainnya, merupakan pelanggaran berat
hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas tempat tinggal dan standar hidup yang layak
sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, seperti
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28H UUD 1945. Praktik ini melanggar
kewajiban negara untuk melindungi hak warga dari penggusuran tanpa perlindungan hukum
yang memadai dan sering kali berdampak negatif secara mendalam bagi warga terdampak,
termasuk kemiskinan dan trauma.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis
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normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan, norma, atau
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soekanto, 2007). Dengan
kata lain, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum
yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga menjadi data sekunder yang
bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif
(Waluyo, 1996), yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap data yang telah diperoleh dan
menghubungkan setiap data tersebut dengan ketentuan dan asas hukum yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti melalui logika induktif, yaitu penalaran dari hal-hal yang
bersifat khusus menuju hal-hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif
berupa interpretasi dan konstruksi hukum. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode
kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang mengh
asilkankesimpulan umum terkait permasalahan dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Hukum Penggusuran Paksa di Kota Dili terhadap Hak Asasi Warga Negara

Implikasi adalah konsep penting yang sering kita temukan dalam berbagai bidang
kehidupan. Istilah ini memiliki makna yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai makna implikasi, jenis-
jenisnya, serta contoh penerapannya dalam berbagai bidang. Pemahaman yang baik mengenai
implikasi dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat serta melakukan analisis
secara lebih komprehensif. Implikasi hukum adalah konsekuensi, hasil, atau potensi hasil yang
muncul dari suatu peristiwa, tindakan, keputusan, atau kebijakan, khususnya yang berkaitan
dengan undang-undang, peraturan, dan sistem peradilan. Implikasi tersebut dapat mencakup
perlunya perubahan peraturan perundang-undangan, potensi gugatan hukum, atau
dampaknya terhadap penegakan hukum (Marzuki, 2005).

Penggusuran paksa dapat didefinisikan secara luas sebagai pemindahan secara
permanen atau sementara terhadap individu, keluarga, dan/atau komunitas dari rumah
dan/atau tanah yang mereka tempati, yang dilakukan tanpa persetujuan mereka, serta tanpa
adanya penyediaan atau akses terhadap bentuk perlindungan hukum maupun perlindungan
lainnya yang layak (CESCR, 1997). Penggusuran terjadi di banyak negara di seluruh dunia,
tanpa terkecuali. Penggusuran paksa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
diakui melalui instrumen hukum internasional. Salah satu hak yang dilindungi dalam hak asasi
manusia adalah hak atas standar hidup yang layak, termasuk pengakuan terhadap hak untuk
bertempat tinggal. Salah satu elemen utama dalam hak atas tempat tinggal adalah keamanan
kepemilikan (security of tenure) atas tempat tinggal tersebut. Penggusuran dari tempat tinggal
merupakan ancaman terhadap keamanan kepemilikan ini, karena memastikan bahwa
seseorang tidak dapat digusur sewaktu-waktu dari tempat tinggalnya.

Penggusuran menyebabkan pelanggaran terhadap berbagai jenis hak asasi manusia,
termasuk hak atas tempat tinggal yang memadai. Penggusuran juga lebih sering terjadi pada
komunitas miskin dan rentan, terutama mereka yang tidak memiliki status kepemilikan yang
sah. Dampak dari penggusuran adalah trauma jangka panjang bagi para korban (Morales &
Warah, 2004). Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pemerintah yang demokratis,
termasuk Indonesia, untuk secara berkala dan menyeluruh menilai kembali situasi
penggusuran paksa di negaranya, serta mengambil langkah-langkah mendesak, termasuk
pembentukan undang-undang, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan program untuk
memastikan bahwa berbagai bentuk ketidakadilan akibat penggusuran dapat dihilangkan.
Akibat penggusuran paksa, masyarakat sering kali kehilangan rumahnya dan hidup dalam
kemiskinan, tanpa sumber penghidupan, serta seringkali tidak memiliki akses yang efektif
terhadap upaya hukum atau bentuk pemulihan hukum lainnya. Penggusuran paksa
memperburuk ketimpangan, konflik sosial, segregasi, dan selalu berdampak paling besar pada
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kelompok termiskin, paling rentan secara sosial dan ekonomi, serta kelompok yang
terpinggirkan dalam masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan
masyarakat adat (UN-Habitat, 2003).

Penggusuran hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa, dan harus sepenuhnya
mematuhi hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan yang relevan.
Negara harus mengadopsi undang-undang untuk melarang penggusuran paksa dan
memastikan bahwa sebelum melakukan penggusuran, semua alternatif yang memungkinkan
telah dieksplorasi melalui konsultasi dengan masyarakat yang terdampak. Selain itu, beberapa
prosedur perlindungan harus tersedia sebelum penggusuran dilaksanakan, termasuk
konsultasi yang bermakna dengan pihak yang terdampak; pemberitahuan yang memadai dan
wajar kepada seluruh pihak sebelum tanggal penggusuran; penyediaan upaya hukum; serta
bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya untuk mencari pemulihan melalui
pengadilan. Komite juga menegaskan bahwa individu yang terkena dampak penggusuran
berhak atas kompensasi yang memadai atas setiap kehilangan properti, dan penggusuran tidak
boleh menyebabkan seseorang menjadi tunawisma atau rentan terhadap pelanggaran hak
asasi lainnya (CESCR, 1997).

Timor-Leste saat ini tengah merobohkan rumah-rumah di Tasitolu, dekat ibu kota Dilj,
untuk memperluas lokasi misa yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus pekan depan.
Tasitolu, yang berjarak sekitar 15 menit dari Dili, memiliki area terbuka luas di tengah
permukiman tempat Paus Fransiskus akan memimpin misa tersebut. Sebanyak 95 persen dari
1,3 juta penduduk Timor-Leste adalah Katolik, persentase terbesar di dunia, bahkan di luar
Vatikan. Oleh karena itu, kunjungan Paus selama tiga hari pada 9-12 September akan menjadi
peristiwa terbesar dan paling bersejarah sejak kemerdekaan Timor-Leste dari Indonesia pada
tahun 2002. Diperkirakan sekitar 700.000 orang, atau sekitar 53,8 persen dari populasi Timor-
Leste, akan menghadiri misa di Lapangan Tasitolu. Karena itu, pemerintah menyatakan harus
merobohkan ratusan rumah yang dibangun secara ilegal di area tersebut. Sebagian besar
penduduk yang tinggal di Tasi Tolu datang ke Dili untuk mencari pekerjaan dan membangun
rumah sederhana di sana. Pemerintah Timor Leste mengumumkan rencana untuk
membersihkan area tersebut sebagai persiapan misa Paus Fransiskus yang diperkirakan
dihadiri sekitar 700.000 orang. Pemerintah menganggap para warga menempati tanah negara
yang kosong dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Seorang menteri menyatakan bahwa
warga telah diberitahu tentang rencana ini dan seharusnya “kembali ke desa masing-masing.”
Dampak terhadap warga: ratusan keluarga kehilangan rumah akibat penggusuran paksa
tersebut (CNN Indonesia, 2024).

Hak atas tempat tinggal: penggusuran paksa ini secara langsung melanggar hak asasi
warga negara atas tempat tinggal yang layak. Kompleksitas masalah pertanahan: peristiwa ini
menyoroti rumitnya persoalan pertanahan di Timor-Leste, di mana sistem formal dan adat
masih jauh dari mampu menyelesaikan keluhan warga. Potensi konflik: meskipun pemerintah
mengklaim telah berkomunikasi dengan warga, keputusan penggusuran ini berpotensi
menimbulkan ketegangan sosial dan konflik lebih lanjut. Penggusuran paksa di wilayah seperti
Tasi Tolu di Timor-Leste merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak
atas tempat tinggal yang memadai, hak atas standar hidup layak, dan hak atas rasa aman.
Implikasi hukumnya meliputi pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum nasional
Timor-Leste, serta potensi terjadinya ketidakstabilan sosial, kemiskinan, dan kerentanan,
terutama bagi kelompok rentan.

Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia
Penggusuran paksa dapat menyebabkan:

Tunawisma dan Kemiskinan: Masyarakat akan kehilangan rumah dan sumber
penghidupan, sehingga hidup dalam kondisi yang serba kekurangan.

Kehilangan Mata Pencaharian: Penggusuran dapat menghancurkan mata pencaharian
masyarakat, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.
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Kerentanan Kelompok Tertentu: Perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat sering
menjadi korban utama karena mereka lebih rentan secara sosial dan ekonomi.

Kekerasan dan Intimidasi: Penggusuran sering disertai dengan penggunaan kekerasan
atau intimidasi, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.Legal Implications:

Pelanggaran Hukum Internasional: Penggusuran paksa bertentangan dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia internasional yang bertujuan melindungi hak atas tempat tinggal
yang layak dan standar hidup yang memadai.

Pelanggaran Hukum Nasional Timor Leste: Meskipun Timor Leste merupakan negara
demokratis dengan sistem hukum yang telah berkembang, penggusuran paksa yang tidak
sesuai dengan ketentuan hukum dan berdampak negatif bagi masyarakat merupakan bentuk
pelanggaran terhadap hukum negara tersebut.

Ketidaksesuaian dengan Arah Pembangunan: Perencanaan pembangunan seharusnya
selaras dengan amanat hukum dan hak-hak masyarakat, sehingga pelaksanaan penggusuran
tidak boleh membuat masyarakat kehilangan segalanya.

Implikasi Sosial

Konflik Sosial: Penggusuran dapat memicu konflik sosial dan memperburuk
ketimpangan.

Segregasi: Penggusuran paksa dapat mempercepat proses segregasi sosial dan ekonomi
dalam masyarakat.

Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah: Pengalaman terkait penggusuran dapat
merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah karena hak-hak mereka tidak terpenubhi.

Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Atas Perumahan Warga dari
Penggusuran Paksa di Kota Dili

Secara harfiah, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau
pihak wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan akibat,
dapat digugat, disalahkan, dituntut, atau juga berarti suatu hak yang berfungsi untuk menerima
beban sebagai konsekuensi dari sikap atau tindakan seseorang oleh pihak lain. Menurut
Sugeng Istanto, tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang
merupakan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah terjadi serta kewajiban untuk
memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Menurut hukum
internasional, tanggung jawab negara timbul ketika negara tersebut menimbulkan kerugian
terhadap negara lain. Tanggung jawab negara dibatasi pada tindakan yang melanggar hukum
internasional. Tindakan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar
hukum internasional tidak menimbulkan tanggung jawab hukum. Misalnya, suatu negara
menolak mengizinkan warga negara asing memasuki wilayahnya (Istanto, 1994).

Di antara berbagai subjek internasional, negara merupakan salah satu subjek hukum
yang paling penting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional
(Sefriani, 2011). Oleh karena itu, negara juga merupakan subjek hukum hak asasi manusia,
karena dasar dari hukum hak asasi manusia adalah hukum internasional.

Hukum internasional membedakan antara istilah responsibility (tanggung jawab) dan
liability (pertanggungjawaban atas kerugian). Responsibility berarti hal-hal yang secara
hukum harus dipertanggungjawabkan oleh suatu pihak, sedangkan liability adalah kewajiban
untuk memberikan ganti rugi atau memperbaiki kerusakan. Pemahaman tentang
responsibility tidak selalu identik dengan kewajiban memberikan kompensasi atau
memperbaiki kerugian. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah kewajiban
negara untuk melaksanakan dengan baik apa yang seharusnya dipenuhi oleh negara
(Crawford, 2002).

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas tempat tinggal dari penggusuran
paksa meliputi: tidak melakukan penggusuran, melindungi warga dari penggusuran paksa,
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serta memastikan proses penggusuran dilakukan secara manusiawi apabila memang tidak
dapat dihindari, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan nasional seperti
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Negara harus menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak atas perumahan, termasuk menyediakan solusi alternatif serta memastikan
bahwa tidak ada penggusuran yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu (cuaca buruk,
malam hari, hari libur).

Hak atas perumahan yang layak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi, dan
penggusuran paksa merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Negara memiliki
kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari penggusuran sewenang-wenang dan
memberikan perlindungan hukum yang adil, termasuk keamanan tempat tinggal, jaminan
keselamatan, dan akses terhadap layanan dasar. Penggusuran paksa juga dapat melanggar
berbagai hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, dan
kebebasan bergerak.

Dasar Hukum Hak atas Perumahan

1. Internasional: Hak atas perumahan yang layak diakui dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya.

2. Nasional: Di Timor Leste, hak atas tempat tinggal yang layak dan kehidupan yang layak
diatur dalam Pasal 58H Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

Kewajiban Negara dalam Konteks Penggusuran

1. Menahan Diri dari Penggusuran Paksa: Negara tidak boleh melakukan penggusuran
yang sewenang-wenang atau ilegal.

2. Perlindungan dari Penggusuran Paksa: Negara berkewajiban melindungi warganya
dari penggusuran paksa dan pembongkaran rumah.

3. Menjamin Proses Hukum yang Adil: Jika penggusuran diperlukan untuk kepentingan
umum, harus ada jaminan proses hukum yang adil, pemberian kompensasi yang
memadai, serta tidak mengakibatkan hilangnya tempat tinggal secara permanen bagi
warga.

Bahwa penggusuran paksa di Tasi Tolu melanggar hak atas tempat tinggal yang layak
sebagaimana dijamin oleh hukum internasional dan hukum nasional Timor-Leste merupakan
hal yang sangat mungkin benar, karena hukum internasional secara tegas melarang
penggusuran paksa sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tempat tinggal
yang layak. Prinsip serupa juga diakui dalam hukum nasional Timor-Leste.

Dasar Hukum Internasional

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Mengakui hak setiap orang atas
standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya,
termasuk pakaian dan tempat tinggal.

2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR): Pasal
11(1) secara eksplisit mengakui hak atas tempat tinggal yang layak dan melarang
penggusuran paksa.

Prinsip dan Pedoman Lainnya:

Perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat khusus kelompok,
seperti Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, dan Convention on the Rights of All Migrant Workers, juga
menjamin hak atas tempat tinggal dan mewajibkan negara untuk melindunginya.

Resolusi Komisi HAM PBB: Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa
penggusuran paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Kontekstualisasi dengan Timor-Leste
1. Kewajiban Timor-Leste: Sebagai negara yang tunduk pada hukum internasional,
Timor-Leste berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas
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tempat tinggal bagi seluruh warganya, termasuk dengan menahan diri dari
penggusuran paksa yang melanggar hukum.

2. Pelanggaran Hak: Penggusuran paksa dapat mengganggu privasi seseorang, keluarga,
dan rumah tinggalnya, serta keamanan kepemilikan, yang merupakan aspek
fundamental dari hak atas tempat tinggal yang layak.

Dengan demikian, penggusuran paksa di Tasi Tolu, apabila benar terjadi, merupakan
pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional dan nasional yang harus dipenuhi oleh
Timor-Leste untuk menjamin hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara.
Tanggung jawab negara Timor-Leste untuk melindungi warga dari penggusuran paksa
mencakup pemenuhan hak atas tempat tinggal sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan
hukum internasional, serta pengembangan undang-undang guna memperjelas hak
kepemilikan dan mekanisme penyelesaian sengketa, sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Pertanahan 2017. Negara juga berkewajiban mencegah, melindungi, dan menjamin
hak-hak tersebut berdasarkan prinsip negara kesejahteraan dan hak asasi manusia
internasional, serta menghindari praktik diskriminatif.

Dasar Hukum Nasional dan Internasional

1. Konstitusi Timor-Leste: Pasal 54.1 Konstitusi Timor-Leste secara jelas mengatur
tentang Hak atas Properti Pribadi, yang menunjukkan pengakuan negara terhadap hak
tersebut.

2. Undang-Undang No. 13/2017 (Undang-Undang Khusus tentang Kepemilikan Properti
Tidak Bergerak): Diundangkan pada 2017, undang-undang ini bertujuan memperjelas
status hukum kepemilikan tanah dan menyediakan kerangka hukum bagi
perlindungan hak atas properti, sejalan dengan mandat Konstitusi.

Kesimpulannya, penggusuran paksa di Dili sangat mungkin melanggar hak atas tempat
tinggal yang layak apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai, konsultasi,
pemberian kompensasi, dan mekanisme pemulihan hukum yang adil bagi pihak yang
terdampak.

Simpulan

Implikasi hukum dari penggusuran paksa di Kota Dili terhadap hak asasi warga negara
merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional maupun hukum nasional Timor-Leste,
yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, kemiskinan, serta meningkatnya
kerentanan, terutama bagi kelompok rentan. Penggusuran paksa di wilayah seperti Tasi Tolu
di Timor-Leste melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, hak
atas standar hidup yang memadai, serta hak atas rasa aman. Tanggung jawab negara dalam
melindungi hak atas tempat tinggal warga negara dari praktik penggusuran paksa di Kota Dili
diwujudkan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah
memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,
termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, serta mencegah terjadinya diskriminasi dalam
setiap kebijakan. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi dan diperkuat melalui diberlakukannya
Undang-Undang Pertanahan, yang bertujuan memperjelas status kepemilikan tanah dan
menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

Asyahadie, Z., Rahman, A., & Mualifah, (2016). Pengantar Hukum Indonesia. Cet I1. Depok: Rajawali Pers.

CNN Indonesia. (2024). Timor Leste Gusur Rumah Warga Demi Perluas Tempat Misa Paus Fransiskus. URL:
https:/ /www.cnnindonesia.com/internasional /20240907151138-113-1142079/ timot-leste-gusut-rumah-warga-demi-
petluas-tempat-misa-paus-fransiskus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Istanto, F.S. (1994). Hukum Internasional. Yogyakarta: UAJ.

Sefriani. (2011). Hukum Internasional:Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia

Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Gafika

hal | 24


https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240907151138-113-1142079/timor-leste-gusur-rumah-warga-demi-perluas-tempat-misa-paus-fransiskus
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240907151138-113-1142079/timor-leste-gusur-rumah-warga-demi-perluas-tempat-misa-paus-fransiskus

Cruz, C.D., & Hornay, F. R. Implikasi Hukum Penggusuran Paksa di Kota Dili terhadap Hak Asasi
Warga Negara

Scholz, B. (2002). Crushed homes crushed lives. Habitat Debate, 8(4).

Faturohman, F., Ferriawan, M. D., & Setiaji, W. (2024). Arah dan Kepastian Hukum Terhadap Warga Kampung Bayam
Demi Terciptanya Keadilan. Deleted jJournal, 1(2), 311-319. https://doi.org/10.62383 / terang.v1i2.301

Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran. Jurnal
Indonesia Sosial Sains, 3(4), 529-547. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564

CESCR. (1997). General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Art. 11.1): Forced Evictions. Geneva: UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

CNN Indonesia. (2024). Timor-Leste Gusur Rumah Warga demi Perluas Tempat Misa Paus Fransiskus. Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240907151138-113-1142079/timor-leste-gusur-
rumah-warga-demi-perluas-tempat-misa-paus-fransiskus

Crawford, ]. (2002). The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Commentary.
Cambridge: Cambridge University Press.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Morales, M., & Warah, R. (2004). Urban policy revisited: reflections from two decades of human settlements
reporting. Habitat Debate, 10(3), 1-4.

UN-Habitat. (2003). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003. Nairobi: UN-Habitat.

hal | 25


https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.301

